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STUDI SISTEM JALINAN NILAI SEBAGAT LANDASAIY ASAS,

KAEDAH I}AN SIKAP TINDAK HUKTIM

ABSTRAK

Filsafat hukum termasuk filsafat sosial yang normatif, yang memusatkan

perhatianny a pada nilai-nilai dan norma-norma tertinggi yang harus dimiliki oleh

masyarakat. Nilai-nilai itu merliadi dasar pula bagi lembaga penatamasyarakat secara

normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai dasar tersebut serta

perwujudannya dalam asas, kaedah dan sikap tindak hukum.

Penelitian ini adal$penelitian kepustakaan. Bahan-bahan yang diteliti adalah

buku-buku yang berkaitan dengan filsafat nilai, filsafat hukum dan ilmu hukum. Data

yang terkumpul di analisis secara hermeunetik, dilanjutkan dengan penguiian

koherensi internal dari seluruh unrrr konseptual tentang nilai.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya nilai-nilai dasar dan pengembangan-

nya yaitu nilai-nilai antinomi yang menjadi basis terbentuknya masyarakat. Nilai-nilai

tersebut di atas masih sangat abstrak dan belum operasional. Oleh sebab itu ia perlu

dijabarkan dalam asas hukurn dan selanjutnya asas tersebut diberi bentukk kaedah

hukum. Dengan demikian kaedah huku telah mempunyai kekuatan rmtuk ditaati.

Sikap tindak yang bertentangan dengan norna tersebut dapat ditiudak dan dihukum.

Hubungan y'ang serasi antara nilai - asas - norma - sikap menunjukkan bahwa

hukum itu merupakan sistem yang efektif

Kata lanci : nilai, asas, norma, sikap tindak
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The studyof value System as a Basic Principlg Norm and Behaviour of l-aw

Abstract

Philosophy of Law betongs to Social Philosophy which is it's attention focused in
value and the highest norm in society. The values become a basic for normative society's
institution.

The purpose of this research to know the basic values, and it's formulation in
principle, norm and behaviour of lar*'. This research also mainly based on library
research. The materials consist of books concern with the uui* of philosophy,
philosophy of law and larv itself. The collected data was analyzed with hermeunetic,
followed with internal coherency test from value concept.

The result shows that the basic values and it's development that is antinomy value
become a basic of society formulation. Those values are abstract and unoperational.'Ihose values should be described in principles of larv and should be formed in normative
l+w. Thus, normative law has power to obeyed. The behaviour which is contrast with
those norms could be punished. The relation between value, norrn, principle and
behaviour shows that law is an efective system.
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STUDT STSTEM JALINAN NILAI SEBAGAI

LANI}ASAII ASAS, KAEDAH I}AN SIKAP TINDAK HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang

Eksistensi sosial manusia mengandung berbagai masalah yang

mengundang terjadinya konflik atau ketidak-serasian. Konflik-konflik yang

terjadi dalam kehidupan manusia itu menjadi dasar bagi filsafat, seperti filsafat

sosial.

Beekrnan dan Rivai (19S4) membedakan tiga jenis filsafat sosial.

Pertama, filsafat sosial yang transende4. yaitu filsafat yang memusatkan

perhatian kepada asas-asas atau syarat-syarat yang diperlukan oleh pergaulan

manusia atau masyarakat. Kedua, filsafat sosial yang nornatif, yaitu filsafat yang

memusatkan perhatiannya kepada kepada nofina-nofina dan nilai-nilai yang

paling tinggt yang harus dipenuhi oleh suatu rnasyarakat. Ketiga, filsafat sosial

yang kritis, yaitu filsafat yang memusatkan perhatiannya pada masyarakat yang

aktual.

Menurut Purbacaraka dan Soekanta (1985), filsafat hukum tennasuk

dalam filsafat sosial yang normatif. IIal ini disebabkan filsafat hukum

memusatkan perhatiannya kepada nilai-nilai tertinggi yang harus dipenuhi oteh

suatu masyarakat. Lebih lanjut dikatakannya bahwa nilai-nilai itu menjadi

patokan terwujudnya asas-asas hukum: kaedah hukum dan sikap tindak hukum.

Nilai merupakan salah satu odek kajian filsafat. cabang filsafat yang

membicarakannilai ialah aksiologi. Dunianilai sangat beraneka ragam mulai dari

nilai kebenararq kebaikan, keindahan dengan kemanfaatan.



Nilai-nilai tersebut diatas mempunyai relevansi dengan dunia hukum. Tanpa

nilai, pembentukan hukum menjadi setvenang-wenang, tidak rnemiliki landasan

filosofis.

Nilai merupakan kualitas empiri yang sulit didefenisik&n i ,.:.i-.- ., masih

bersifat asbtrak dan belum operasional. Ia masih memeilukan perincian dan

penjabaran lebih lanjut agar iaoperasional.

B. Permasalahan

Seperti diketahui dari uraian latar belakang diatas, bahwa nilai merupakan

Iandasan 'bagi terwujudnya asas-asas hukum dan sikap tindakan hukum.

Permasalahan yang timbul antara lain ialah apakah nilai itu ?, dari manakah

surnber atau datangnya nilai-nilai itu ?, apakah nilai itu dapat berubah sesuai

dengan perkembangan masyarakat ?, bagaimana hubungan nilai-nilai {engan

tujuan hukum ?, bagaimanakah perwujudan atau manifestasi nilai itu lebih

lanjut ?.

Persoalan tersebut diatas penting untuk diteliti, hal ini disebabkan

perlama, nilai itu merupakan hal yang essensiil dan abstrak sehingga

pemahamannya melalui pendekatan filsafat hukum. Kedua, nilai itu merupakan

fondasi bagi asas hukum, kaedah hukum dan sikap tindak hukum.

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain :

a- Untuk mengetahui secara jelas sistem jalinan nilai-nilai dalam asas serta

segala aspek yang berkenaannya.

b. Untuk mengetahui perwujudan sistem jalinan nilai-nilai dalam asas hukum,

kaedah hukum dan sikap tindak hukum.
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D. Manfaat penelitian

a

J Vtanfaat penelitian ialah agar kita'mendapat gambaran yang agak jelas
z
:l

tentang nilai-nilai tertinggi didalam kehidupan bermasyarakat. Gambaran yang

jelas tentang nilai-nilai itu dapat dijadikan tolok ukur untuk melihat nilai-nilai

masuk kedalam sistem hukum Indonesia, yang berasal dari luar. Nilai-nilai dari

luar tersebut tidak dapat kita hindarkan keberadaannya, apa lagi kita sedang

memasuki "globalisasi" dalam segala aspek kehidupan.

E. Tirjauan pustaka

Beberapa penulis dibidang hukum seperti Apeldoorn (1959)

mengernukakan bahwa filsafat hukum itu membicarakan hal-hal seperti, adakah

hukum kodrat. Begitu juga Utrecht (1962) mengemukakan bahwa filsafat hukum

itu membahas masalah keabsahan (legitimasi) dari hukurn. Dirdjosisworo (1984)

mengemukakan bahwa frlsafat hukum antara lain hubungan hukum dengan nilai-

nilai sosial budaya.

Akan tetapi dalam uraian selanjutnya ia tidak menguraikan selanjutnya ia

tidak menguraikan lebih lanjut tentang nilai-nilai sosial budaya itu.

Darmodihardjo (1996) mengemukakan bahwa filsafat hukum itu membicarakan

masalah keadilan (Gerechtigkett), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan

kemanfratan (Zweckmassigkeit). Ketiga hal tersebut diatas merupakan konsep

yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Sumaryono (1939)

mengemukakan bahwa ruang lingkup filsafat hukum membicarakan pengertian

hukuq kedudukan manusia didalam hukum dan sumber tertib hukum.

Magnis-Suseno (1994) membicarakan nilai-nilai moral yang merupakan

nilai-nilai dasar yang harus dilindungi serta dijamin oteh hukum. Tanpa nilai-nilai

dasar hukun hukum menjadi'sewenang-wenang dan tidak memiliki legimitasi.

Purbacaraka (1986) mengemukakan bahwa ruang lingkup filsafat hukum itu

antara lain aneka nilai antinomis, tujuan hukum. Lebih lanjut ia mengemukakan

dalam bukunya renungan tentang Fitsafat hukum bahwa secara filosofis, hukum



merupakan sistem jalinan nilai-nilai (antinomis). Kemudian ia mengemukakan

dalam bukunya Iktisar Antinomi Aliran Filasafat sebagai Landasan Filsafat

Hukum, yang lebih memperjelas lagi pengertian jalinan nilai-nilai antinorni.

Penelitian yang akan dilaksanakan ini pada dasarnya melengkapi

penelitian yang telah dan pernah dilaksanakan oleh Purnadi Purbacaraka dan

Soerjono Soekanto tersebul

F. Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui aliran-aliran pemikiran yang

mempengaruhi sistem jalinan nilai yang melandasi asas hukum, kaedah hukum

dan sikap tindak hukum. Untuk melaksanakan penelitian in ditempuh prosedur

sebagai berikut :

a. Bahan atau Material Penelitian

Penelitian in adalah penelitian pustaka, oleh karena bhan-bahan yang

dijadikan objek penelitian adalah buktr-buku yang berkaitan dengan nilai-nilai

dalam hukum. Material penelitian dapat digotongkan sebagai berikut-

1. Kepustakaan primeryang berkaitan dengan nilai-nilai yaitu :

a. Friedman, W,1967,Legat Theory.

b. Maguis-Suseno, Frans, lgg4, Etttra Potitik.

c. Purbacaraka, Pumadi dan Soekamto, Soeyono, L978, Reflungan

T e nt ang F i I s qfat H uhtm.

d. Purbacaraka, Purnadi dan Soekamto, Soeryono, 1985, Ikhtisar

Autinomi.

2. Kepustakaan sekunder yang berkaitan dengan nilai-nilai htrkum, etika

dan moral yaitu :

a. Darmodiharjg Darji, 1995, Pokok-Pokok Filsa.fat Hukum

b. Dirdjosisworq Soedjono, 1984, Filsq{at Hukum dalam Konsepsi dcn

Anal,isa.

c. Huijbers, Thw, 1973, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejorah-



Pound, Roscoe, lg72' Pengantar Dilasa-fat Hukum'

purbacaraka, Purnadi, 1986, Penggarapan Disiolin Hukurn dan

purbacaraka dan soekanto, 1982, Renungan tentang Filasa-fat

Hukum-

tggZ, Ikhtisor Anatonim Alircln Fil@'
1985, Perihal Kaedah Hukum.

Purbacarak a danChaidir Ali, 1 990, D is i pl in Hukum'

Purbacaraka dan Halim, 1983, Fitsofat Hukum Perdata dalam Taryta

Jcwab.

--------,1982, hukum Filsafat Hukum Pidana dalam Tanlta Jawab '

Hak Milik Keadilan dan Kemalcrnuran Tiriauan

Filsafat Hukum.

Rasjidi, Lili, 1982, Dasqr-Dasor Filsa-fat Hukum-

Setiarda, A. Gunawan, 1990, Dialektikgt Hukum dan Moral'

Sidharta, Arief, 1982, Hukum dan l,ogika-

Sumaryono, E, 1995, Etika Profesi Hukum.

Suseno, FraruMagnins, 1995, Filasqfat sebagai llmu Kritis-

3. Kepustakaan yang berkenaan dengan ilmu hukum yaitu :

a. Apeloorn, L.J,Inle.iding Tot De Studie Von : Het Nederldndse Reclxt,

diterjemahkan oleh Mr. Oetarid Sadino, 1959, Pengantar dalam

hukum Indonesia.

b. Chairuddinm o.k, 1991, Sosiologi Hukum.

c. - Podgorecki dam Whelan, 1987, Sosioloqical Approaches To Law,

diterjemahkan oleh Rnc Widyaningsih dan Kartasappoetra,

P endekatan Sos iolaeis Terhadap Hulcum.

1982,

m.

n.

o.

p-

q.

r.



d. purbacaraka dan soekamto, 1079, Perundang-undanean dan

Yurispridensi.

e. , 1985, Sendi-Sendi llmu l{ukum dan Tota Hukum.

f. Raharjp, Satjipto, 1986, Hukum dan Mas.varakat-

g. Soekamto, Soerjono. (Ed). tgST,lnventarisasi dan Analisis Undang-

lJntlqng Linqkunean H idup.

--, lgLz,Kesada-ran Hukum dan Kepatuhan Hukum.

1982, Penqantar Penelitian Hukum.

1979, Mengenal Sosiologi Hukum.

1983, Penegakan Hukum.

1986, Faktor-Fakror Yang Mempengaruhi Hukum.

m. -------- 1981, Kegtmaan Sosiologi Hukttm Bagi Kalongan

Hukum.

l9&5,Teori Murni Tentans Hukum.

o. Soekanto dan Suyanto, 1988, Pendekatan Sosiologis terhadap
' 

Hukunt.

p. Soekanto dan Suyanto, 1988, Pendelcatan Sosiologis terhadap

Hukwn.

q. Soemardi, Dedi, 1993, Penqantar Hukum Indonesia

r. Utrecht, E, L962, Pengantar Dalam Hukum Indonesia-

b. Jalan Penelitian

Penelitian ini ditakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut i ;

.1. Inventarisasi karya-karya pokok yang membicarakan nitai-nilai pada t

umumnya.

. 2. Inventarisasi karya-karya sekunder yang membicarakar nilai-nilai

didalam bidang hukurn, baik sistematik maupun historik.

3. Inventarisasi karya-karyra tentang filsafat umuln, filsafat hukum maupun

sosiologi hukum.

h.

i.

j
k.

l.

n.

6



Mengktasifikasi pemikiran-pemikiran filsafat tentang nilai-nilai yang

merupakan landasan asas hukum, kaedah hukum dn sikap tindak hukum'

Identihkasi dan deskripsi nilai-nilai, baik yang berkenaan dengan sistem,

struktur, sumber timbulnya, perubahan dan manifestasinya didalam asas

hukum, kaedah hukum dan sikap tindak hukum.

c. Analisis

penelitian ini menggunakan Metode Hermeneutik dan dilanjutkan

dengan refleksi sebagai berikut :

1. Hermeneutik:

a. Talrsir hermeneutik atas teks-teks pokok yang berkaitan dengan nilai-

nilai.

b. Talpir hermeneutik atas konteks konsep nilai, baik sistematik

maupun historik.

c. Komposisi ekstemal dengan meinbandingkan nilai-nilai pada

umumnya dengan nilai-nilai hukurn

2. Refleksi : Pengujian koherensi internal dari seluruh unsur konseptual

tertang nilai-nilai.
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BAB tr

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti/hakekat nilai

Hakekat manusia adalah merupakan kesatuan dari unsur jiwa (spiritual)

danraga(fisik). Dalam spirituat manusia terdapat fikiran (cipta), kemauan (karsa)

dan rasa. Melalui ciptanya manusia dapat rnenangkap pengetahuan' Jika

pengetahuan itu disusun berdasarkan sistematika dan metode tertentu maka

terbentuklah ilmu. tlmu bertujuan untuk mencapai kebenaran- Dalam upaya

mendapatkan kebenaran itu, ia memerlukan selnua pembantu, yang dinamakan

logika. Kemana manusia sangat beraneka ragam dan bervariasi' Dalam

mengatur kemauan itu, manusia menciptakan nonna (hidup) sebagai patokan

(standar) bagi perealisasian kemauan tersebut. Norma itu berisi suruhan (wajib),

larangal (haram) dan kebolehan (rnubah) bagi prilaku atas sikap tindak manusia'

Norma itu diciptakan manusia, agar tercapai kehidupan yang lebi bbik' Dengan

perkataan lain norma bertujuan untuk mencapai kebaikan. Untuk mencapai

kebaikan itu, manusia memerlukan sarana pembantu, yang dinamakan etika'

Selanjutnya perasaan manusia diwujudkan atau diekspresikan dalam seni. Seni

itu diciptakan manusia agar ia dapat merasakan keindahan. Dalam upaya

mendapatkan keindahan itu, manusia memerlukan sarana pembantu, yang

lazimnya disebut estetika.

Kebenaran, kebaikan dan keindahan merupakan dunia nilai. Nilai-nilai itu

merupakan faktor pendorong atau penggerak manusia kearah pemenuhan

kebutuhan hidupnya Dengan perkataan lain manusia bersikap tindak atau

berperilaku itu dalam rangka mencapi nilai-nilai di atas. Nilai, yang merupakan

objek cabang filsafat yang bernama aksiologi, merupakan kwalitas empiris yang

sulit didefinisikan (Soemargono, 1987 : 333). Namun demikian' walaupun nilai



itu sulit didefinisikan, Gaus (1990 : 2) mengemukakan beberapa karakteristik dari

nilai yaitu sebagai berikut :

a. Dari perkataan nilai, dapat dilihatkan dari sudut kata kerja (menilai), atau dari

sudut kata sifat (bernilai), atau dari sudut kata benda (suatu nilai), dan

sebagainYa;

b. Nitai adalah merupakan dasar suatu perbuatan atau pilihan;

c. Nitai itu sendiri sering dikatakan merupakan suatu pilihan;

d. Pada situasi tertentu, setiap orang dapt berselisih (konflik) dalam

mempertimbangkan suatu nilai ;

e. Nilai dapat dibedakan menjadi nilai intrinsik dan nilai instrumental,

f" Nilai berkaitan dengan hal yang positif dan yang negatif, yaitu berkaitan

dengan kebaikan dan kejahatan;

g. Penilaian kapan saja berkaitan dengankehidupan'

Dari kebenaran ciri-ciri tersebut diatas perlu diperhatikan bahwa nilai itu

merupakan kata benda (suatu nilai) dan dapatdijadikan dasar datam menilai (kata

kerja) sesuatu. Untuk melakukan penilaian tentu diperhatikan tolak ukur (lcriteria)

penilaian. Ada nilai yang dijadikan dasar perbuatan menilai ataupun perbuatan

memilih dari sekian banyak alternatif yang tersedia. Pemilikan terhadap salah

satu alternatif yang tersedia seialu dengan pertimbangan baik atau buruk.

Flew (Soej adi, 1999 : 22) memberikan pengertian terhadap nilai sebagai

A theory at value is a theory about what thtng in the warld ore good, desirable

and importan. Dari rumusan itu dapat dikeahui bahwa nilai itu memiliki paling

sedikit tiga karakteristik yaitu : 1. baik (good),2. berharga atau dapat memenuhi

himpunan (desirable), 3. Penting (important).

Koesno (1995 : 71) mengemukakan bahwa nilai itu banyak ragamnya.

Pilihan terhadap salah satu dari sekian banyak nilai tersebut sangat dipengaruhi

oleh filsafat hidup yang dianut oleh yang bersangkutan. Ia mencontohkan nilai-

nilai itu antara lain nilai kebenaran, nilai kesusilaan, nilai hukum, nilai keindahan



dan nilai kehormatan. Ifbih lanjut Koesno mengemukakan bahwa nilai hukum

itu merupakan ramuan dari nilai-nilai yang berasal dari pelbagai kategori

dihmbah dengan fenomena kekuasaan, disusun dengan mempergunakan segala

kemampuan budidaya dengan dibimbing oleh cita rasa dari yang bersangkutan'

Gerald Beekrnan dan RA. Rivai (Purbacaraka, 1985: 5) mengemukakan

bahwa suatu masyarakat terbentuk karena adanya nortna-norma atau nilai-nilai

tertinggi. Dengan perkataan lain norma-norma atau nilai-nilai tertinggi apakah

yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat- Pergaulan hidup manusia atau

rnasyarakat terbentuk karena adanya nilai yang menjadi landasannya' Nilai-nilai

tertinggr itu merupakan pusat perhatian filsafat sosial dan karena filsafat hukum

itu merupakan bagian filsafat sosial, maka nilai-nilai itu juga merupakan pusat

perhatian filsafat hukum-

Magnis-Suseno (1994-114) berpendapat bahwa konflik kepentingan

dalam kehidupan masyarakat tidak lagi didasarkan kepada'tolok ukur siapa yang

kuat atau siapa yang lematq melainkan berdasarkan'kepada kriteria yang

ditetapkan secara objektif. Kriteria yang objektif itulah yang dinamakan hukum.

Dari situ sudah terlihat bahwa ada dua nilai yang hendak dilindungi atau dijamin

oleh hukum yaitu nitai kesamaan dan dlai kebebasan. Kesamaan berarti setiap

orang dipandang dan diperlakukan sama dalam situasi yang sama- Kebebasan

terlihat bahwa hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi pihak-pihak yang

lemah.. Akan tetapi disamping itu juga bahwa hukum itu merupakan

institusionalisasi kebersamaan atau kesosialan manusia. Hanya karena manusia

adatah mahluk sosial, ia memerlukan tuntunan normatif bagi kelakuannya.

Pembatasan perilaku atas sikap tindaknya melalui hukum, dalam arti ia

membatasi prilakunya untuk memberikan kesempatan pada pihak lain,

merupakan pengakuan institusional kebersamaan atas solidaritas antar manusia.

Dari uraian Magnis-&seno tersebtrt diatas terlihat bahwa terdapat tiga nilai dasar

yang ingin dijamin atas dilindungi oleh hukum yaitu nilai : kesamaan, kebebasan

dan solidaritas.
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Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat dilihat bahwa ciri-ciri dari

nilai-nilai itu sebagai berikut :

1. Nilai ifu merupakan dasar dari sikap tindakan atas pilihan;

2. Nilai merupakan dasar atau pondasi dari suatu masyarakat;

3.Nilai.nilaiituberhubungandengankebaikandankeburukan;

4. Nilai itu berkaitan dengan kehidupan manusia;

5. Nilai itu merupakan faktor yang mendorong manusia untuk berperilaku atau

bersikap tindak dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya'

Dari ciri-ciri dan dapat ditarik essensi (hakekat) nilai yaitu sesuatu

diinginkan (positif) atas sesuatu yang tidak diinginkan (negatif)' Nilai positif

karena menguntungkan, menyenangkan dan dipandang baik' Sebaliknya nilai

negatif adalah sesuatu yang merugikan, menyusahkan dan dipandang buruk' Nilai

positif biasa dianut atau dituruti, sebaliknya nilai negatif bia;anya dihindari dan

dijauhi.

Nilai-nilai positif tidaklah berdiri sendiri yang lepas satu sama lainnya'

melainlian berpasang-pasang dan berjalinan satu sama lain sehingga membentuk

sistem r|ilai (purbacarakn,1985 : 46). Nilai itu dikatakan berpasang-pasangan

karena setiap pasangan itu saling mernbatasi, sehingga tercegah penonjolan atas

pengagungan satu nilai yang akan menghilangkan nilai lainnya' Pasangan nilai-

nilai juga tidak berdiri sendiri, tapi ia berhubungan erat dengan pasangan nilai

lain. Hubungan antar pasangan-putsangan nilai itulah yang dinarnakan jalinan

nilai.

Nilai-nilai dasar

Nilainilai dasar merupakan rilai rnelahirkan nilai-nilai lainnya-

Sebagaimana telah dikemukanan bahwa hukum itu menjamin atau melindungi

rfiiii'kesamaan, kebebasan dan sotidaritas. Hukum itu diciptakan manusia adalah

tffittft'merealisasikan tiga nilai dasar itu.
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Eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum itu menjamin kesamaan

(Magni.s-Suseno, tgg4 : II5). Kesamaan bermakna bahwa setiap manusia

diperlakukan sama didepan hukum. Hukum berlaku terhadap siapa, tanpa

.memandang apakah orarg kuat atau orang lemah. Pengertian tersebut sering

dikatakan bahwa hukum berlaku umum. Hukum menjamin kedudukan dasar yang

sama bagi semua anggata masarakat. setiap orang dijamin melaksanakan

kewajibannya serta menikmati haknya, setiap orang diperlakukan menurut

kriteria objeldif yang berlaku bagi semua dalam situasi yang sama.

Nilai kesamaan dalam istilah etika dinamakan Keadilan (Zippelius,

1.g73b : 117). Keadilan adalah keadaan antar manusia dimana semua

clipertakukan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing'

Keadilan adalah tunfirtan agar kesamaan dilaksanakan secara hakiki hukurn harus

menjamin tatanan sosial yang adil.

Bahwa hukum mencegah pihak yang kuat mencampuri atau mendominasi pihak

yang lemah menyimpulkan bahwa hukum melindunginya kebebasan tnanusia.

Hukum membatasi kesewenangan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah'

pembatasan hukum terhadap manusia seolah-olah kontradiktif. Disatu pihak ia

menjamin kebebasan, tapi dilain pihak membatasi kebebasan orang. Pembatasan

kebebasan oleh hukum dialad oleh masyarakat itu sendiri. Kita mengetahui

bahwa masyarakat melalui lembaga legislatif, suatu lembaga yang telah

mendapat mandat dari rakyat, diberi wewenang untuk membatasi kebebasan itu.

Adakalanya kita dapat merasakan pembatasan itu memberatkan karena

pertentangan dengan keinginan kita, pada dasarnya kita terima dan kita akui

(Magnis-Suseno, 1994 : 177).

Inti universal dari kebebasan ialah bahwa setiap orang atau kelompok

berhak untuk mengurus diri sendiri lepas dari paksaan. Disini tidak berarti bahwa

kebebasan bermakna bahwa orang bebas hidup menurut keamanannya sendiri.

Bukanlah kesosialan manusia membuat ia terlibat dalam jaringan hak dan

,l&q$ajiban yang tersangkut atau tergantung dengan orang atau lembaga lain. Ini
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sudah terangtentu mengakibatkan orang tidak dapat bertindak bebas tanpa batas.

Oleh sebab itu Purbacaraka (1982 : 117) mengemukakan bahwa kebebasan itu

secara konsepsional terbatas, yaitu dibatasi oleh ketertiban'

Namun essensi yang melekat pada kebebasan itu ialah tidak boleh ada

campur tangan yang dipaksakan, yilttg tidak kita akui. Hukurn adalah

institusionalisasi kebersamaan atau kesosialan manusia adalah mahluk sosial, ia

hidup bersama orang lain, ia memerlukan bantuan pihak lain' Kehidupannya

dalam masyarakat memerlukan tatanan normatif, yang disebut hukum' Hukum

merupakan lembaga penata masyarakat secara normatif. Pembatasan perilaku

manusia oleh hukum untuk memberikan kesempatan kepada pihak berprilaku,

merupakan prlembagaan rasa kebersamaan atau solidaritas antar umat manusia'

Istilah Fraternite,persaudaraan, tanggung jawab dan keadilan sosial merupakan

pengungkapan kesadaran tentang solidaritas. Kesadaran bahwa kita semua harus

bertanggung jawab atas kita semua, bahwa tak boleh ada diantara kita yang

dibiarkan menderita, apabila dikorbankan demi kepentingan yang lain'

C. Nilai-nilaiantinomi
pada dasamya nilai antinomi merupakan pengembangan lebih lanjut dari

nilai-nilai dasar sebagaimana telah diurai diatas. Nilai-nilai dasar itu merupakan

nilai yang didasarkan kodrat manusia nilai yang keberadaannya tidak dapat

dilepaskan dari kehidupan bersamq dinamakan masyarakat. Manusia baru

menjadi manusia bila ia bergaul dan bersekutu dengan manusia lainnya- Para

Filosof menegakkan tesis ini dengan fiIenyebutnya sebagai Metsein (Heideger),

Co-existence (Marcel) dan Zoon Politicon (Aristoteles). Sosialitas manusia

tersebut merupakan ciri hakiki yang takteringkari, bukan ciri yang ditambah atau

kondisi yang ditentukan dari luar, melainkan suatu yang melekat pada dirinya

sejak ia lahir (Sudiardja, 1995 : 6).

Suatu konsekuensi logis yang timbul dari keberadaan manusla yang

:-lxrhakekat sosial sebagaimana diuraikan diatas ialah terbentuk pula nilai-nilai
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yang berhubungan kehidupn bersama itu' Dengan demikian terdapat nilai-nilai

yang bersumber pada dirinya disatu pihak dan nilai-nilai yang bersumber pada

kesosialannya di tain pihak. Kedua nilai tersebut bukanlah saring meniadakan

atau saling menutupi, melainkan merupakan pasangan-pasangan yang saling

mengimbangi dan sating membatasi- Pasangan nilai-nilai itu dinamakan nilai

antinomi (Purbacaraka, 1985 : 41)- Nilai-Antinomi merupakan nilai-nilai yang

berpasang-pasangan, namun tidak jarang bertegangah. Ketegangan nilai itu

terjadi apabita satu nilai dari pasangan itu mendesak nilai lainnya' Ketegangan itu

dapat dikurangi atau dihilangkan dengan jalan memperkecil nilai yang rnendesak

dan sekaligus memperbesar nilai yang terdesak. Jika keseimbangan tercapai

dalam arti kedua nilai itu tidak dalam bertegangan maka tercapailah apa yang

dinamakan keserasian nilai.

Beberapa contoh nilai antinomi antara lain seperti nilai kebebasan-

ketertiban, kepentingan pribadi - kepentingan antar pribadi, perljndungan hukum-

pembatasan hukum. Kesebaudingan hukum-kepastian hukum' Disarnping

berpasang-pasangan, nilai antinomi itu berhubungan erat atau berjalinan dengan

pasangan nilai antinomi lainnya. Pasangan ketertiban - kebebasan berjalinan erat

dengan pasangan kepentingan pribadi-kepentingan antara pribadi dan selanjutnya

pasangan kepentingan pribadi kepentingan antar pribadi berjalinan erat

pasangan pembatasan hukum-perlindungan hukum dan begrtulah seterusnya'

untuk memperjelas pengertian tetang pasangan dan jalinan nilai itu

perhatikan gambar dibawah ini :
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Kutub A

1.'Kebebasan

0

2. KePentingan Pribadi

0

3. Perlindungan hukum

$

4. Kesebandingan hukum

0

5. dan seterusnYa

Kutub B

- Ketertiban

c

- Kepentingan antar Pribadi

0

- Pembatasan hukum

0

- Kepastian hukum

0

- dan seterusnYa

Tanda - (strip)menunjukkanberpasangan-pasangan

fanda 0 $anah) menunjukkan berhubungan eratibdrjalinan

sebagaimana telah dikemukan bahwa pasangan nilai itu dapat

bertegangan, misalnya nilai kebebasan mendesak nilai ketertiban' Agar

keteganngan itu dapat dikurangi atas dihitangkan maka nilai kebebasan itu

diperkecil dan sekaligus membesar nilai ketertibaq sehingga terjadi keadaan,

dimana kedua tidak ada lagi bertegargan. Akan tetapi karena nilai kebebasan itu

i berhubungan erat dengan kepentingan prribadi, perlindungan hukum dan

kesebandingan hukum, maka kesemua yang berjalinan itu harus juga diperkecil'

Sebalik nilai ketertiban berjalinan erat dengan nilai kepentingan antar pribadi,

pembatasan hukum dan kepastian hukum, maka kesemuanya harus diperbesar'

Jika nilai Kutub A diperkecil maka nilai-nilai yang berbeda di Kutub B

Seftinnyatrarus diperbesar. Keadaan iai dapat digambarkan dalam tagarnsebagai

It-
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Gambar I Gambar 2

Keterangan :

Nilai yang berada pada Kutub A mendesak nilai yang berada Krltub B maka teriadilah ketegangan

"iiri 
(grriUrr l); ian agar ketegangan itu dapat dikurangildihitangkan maka nilai yang berada di

iut"U"e Aip"rklcil sebaliknya nilai yang berada di Kutub B diperbesar (gambar 2)'

.:

sumber nilai 
teori hukum kodrat, hukum positif hanya sah apabila ia sesuai

dengan hukum moral yang bersifat prapositif. Hakum moral itu dipahami sebagai

hukum kodrat yang khusus mengatur mahluk yang berakal budi (Magnis-Suseno,

1984 : 87). Mahtuk yang berakal itu memiliki pengertian dan kebebasan. Itu

berarti bahwa ia tidak serta merta harus tunduk pada faktor alamiah, ia dapat

mengambil sikap terhadapnya, ia dapat menentukan sendiri terhadap faktor

alamiah dan kekuatan dari luar dirinya.

Norma-norma hukum moral itu didedutsikan dari ciri-ciri dasariah

manusia individual empiris. Sebagai contoh kenyataan bahwa individu itu

membutuhkan bantuau individu-individu lain. Atas dasar itumaka perlu dibentuk

ryAtu tatanan kehidupan bersama. Tatanan kehidupan bersama tersebut

dikembangkan atas dasar pengandaian bahwa tatanan itu harus menjamin

kgtentrcman, kemajuan, kebebasaru sesuai dengan tuntutan akal.

ri:1_1:;., Hukun positif yang tidak sesuai dengan huhm moral tidak lagr dapat

S99,,!J{ Ie* (hukum) lagi melainkan harus disebut Leg*-carroptio. Pembusukan
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hukum (Magnis-Suseno, 1994 :94). Hukum moral yang menjadi dasar hukum

positif atau yang dinamakan nilai-nilai dasar, seperti kesamaan atau keadilan,

kebebasan dan kebersamaan atau solidarias

Purnadi Purbacaraka dan Soekanto (1985) mengemukakan bahwa tujuan

hidup manusia ialah untuk mencapai keserasian baik dalam keutuhan

somatologis-jasmaniah maupun dalam kebulatan psikhologis-rohaniah. Sigmund

Freud mengemukakan bahwa kehidupan manusia itu dihayatkan oleh tiga asa

yaitu :

1. The pleasure principle, yaitu asas yang membentuk kecenderungan manusia

untuk selalu mencari kesukaarlkenikmatan dan menjauhkan diri dari

kedukaan.

2. The reality principle, yaitu asas yang

menghadapi dunia luar atau kenyataan

dihindarinya

3. The principle of constancy, yaitu prinsip yang berfungsi sebagai penjalin

keserasian atau harmonisator kedua asas yang disebut terdahulu.

Asas kesukaan/kenikmatan merupakan hasrat kebebasan dan asas

kenyataan merupakan hasrat ketertiban bersifat antinomih artinya ia berpasang-

pasangar akan tetapi ia sering saling mendesak/menekan sehingga menimbulkan

ketegangan. Agar ketegangan itu tidak memuncak maka fungsi asas ketiga

sangat menentukan, yaitu menjaga agar salah satu asas tidak mendominasi asas

pasangannya. Oleh sebab itu asas ketiga dinamakan asas harmonisator.

Manusia terdiri dari, dua unsur pokok yaitu jiwa dan raga. Untuk

meningkatkan, memelihara dan memperhatikan fisiknya manusia memerlukan

materi seperti makanan, pakaian, perumahan, mobil dan lain-lain. Materi-materi

itu dianggap baik oleh manusia. Menilai baik materi dinamakan materialisme.

Sebaliknya jiwa manusia memerlukan akhlalq sehingga dengan berakhlak ia

berbeda dengan binatang. Oleh karena itulah akhlak itu dianggap baik oleh

manusia. Menilai baik akhlak dinamakan spiritualisme. Idaterialisme dan

mengarahkan manusia untuk

hidup yang tidak mungkin
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spiritualisme bersifat antinomik, , artinya ia berpasang-pasangan akan tetapi

bertegangan'

Manusia mempunyai hasrat pelampauan atau hasrat ingin lebih dari

keadaan yang telah dicapainya baik secara lovalitatif maupun kwantitatif

(purbacaraka dan Soekanto). Hasrat pelampauan secara kwantitatif berarti

penambahan segala unsur yang sudah ada sebelu'nnya. Ini berarti

berkembanguya proses plestarian/conservation dalam kehidupan manusia.

Manusia menilai baik apa yang telah berhasil dilestarikannya itu (konservatisme).

Hasrat pelampaun secara kwalitatif fada -hakekatnya 
menimbulkan kebaharuan

(inovatiorl. Dalam kehidupan manusia kebaharuan itu dianggap baik oleh

manusia (inovatisme)-

Dari uraian di atas dapatlah diketahui bahwa manusia merupakan sumber

a. Kebebasan-ketertiban

b. Materialisme-spiritualisme

c. Conservatisme-inovatisme

pasangan nilai antinomi tidak berdiri sendiri melainkan hubungan erat

dengan pasangan nilai antinomi lairnya. Hubungan antara nilai antinomi itu

dinamakan jalinan nilai (Purbacaraka dan Soekanto, 1985). Sebagai contoh

dapattah dikemukakan bahwa pasangan nilai kepentingan pribadi - kepentingan

antar pribadi dan berhubungan erat dengan nilai proteksi hukum restriksi hukum

dan seterusnya berhubungan erat lagr dengan nilai keluwesan hukum - keketatan

hukum dan berhubungan erat lagi dengan nilai kesebandingan hukum - kepastian

hukum.

Perubahan Nilai

Pandangan manusia tentang sesuatu yang dianggap baik atau buruk itu

tidaklah permanen. Pandangan itu sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia

(world view)yang dianut oteh yang bersangkutan.
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Filusuf Yunani Herakletos pernah berkata bahwa Everything is changing

Qtanta rei). Tidak ada yang tidak berubah, no perrnonency. Perubahan itu

memang alami, mencakup substansi (perubahan intrinsik) maupun aksidental

(perubahantilslinsik). Pada perubahan instrinsik, substansi menjadi sesuatu yang

lain dari substansi semula. Sebaliknya perubahan aksidental terjadi oleh adanya

tanda-tanda baru. Sebagai contoh, matahari selalu bergerak (berubah) dari timur

ke barat memuat pandangan manusia yang berada dibumi. Sedangkan matahari

itu sendiri tidak berubah. Perubahan ekstrinsik itu dapat bersifat kuantitatif,

kualitatif dan lokal.

perubahan kuantitatif berarti perubahan dalam jumlah, yang tidak sampai

mempengaruhi esensi. Perubahan kualitatif dalam bentuk eksternal adalah

perubahan yang terjadi pada bentuk (ebtemal) juga tidak mempengaruhi esensi.

Sedangkan perubahan tempat berarti terjadinya gerakan yaitu berpindahnya

sesuatu dari ircsisi semula hal posisi lain. Pengertian perubahan terwujud dalam

konsepkonsep seperti; suksesi, reformasi, revolusi, pertumbuhan, evolusi,

transformasi, emanasi dan lain-lain-

Perubahan mencakup bidang yang sangat luas mulai dari yang ada,

pengetahuan dan nilai. Nilai dibidanghukum , sebagai telah dikemukakan di atas,

adalah nilai antinomi yang rnerupakan nilai yang berpasang-pasangall Perubahan

itu terjadi jika satu nilai membesar maka nilai pasangannya mengecil. Begitu

juga sebaliknya jika nilai pasangannya membesar maka nilai satunya mengecil-

Sebagai contoh kita dapat saksikan hnbungan atttara individu dengan masyarakat

atau hubungan antataindividualisme dengan koleltivisme. Pada awal abad ke-19

tekanan dikatakan kepada kolektivisme sehingga individualisme memperoleh

perhatian kecil. Akan tetapi keadaan itu berubatU yaitu pada pertengahan abad

ke-19, tekanan terletak pada individualisme sehingga. kolektivisme justru

mengecil. Baru pada akhir abad-l9 kedua ekstrim itu mulai diperdamaikan dan

lahirlah konsepsi masyarakat yang lebih seimbang (Veeger, 1985:9)
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Menurut konsepsi yang seimbang itu, individu dan masyarakat tidak

mungkin dipisahkan satu sama lain. Kebebasan sebagai individu tidak mungkin

difikirkan, tanpa adanya ikatan dengan orang lain (masyarakat). Antara keduanya

&rdapatrelasi timbal batik. Tidak mungkin membicarakan individudivisme tanpa

kolektivisme. Begitu pula tidak mungkin membicarakan ketertiban antara pribadi

(masyarakat) tanpa individualisme

Begitu pula katau kita bandingkan kehidupan manusia pada masa abad

menengah dengan masa renaissance- Pada abad menengah tekanan diletakkan

pada yang serba mengutamakan keberuEamaan (eklesiatisme) sehingga kurang

memperhatikan yang serba keduniawian {sekularisme). Keadaan ini berbalik

(berubah) pada masa renaissance yang lebih menekankan sekularisme sehingga

ekslesiatisme kurang mendapat perhatian. Perubahan kedua pasangan nilai diatas

yaitu indivualisme - kolektivisme, sekularisme * eklesiatisme hampir bersamaan

waktunya.

Sistem nilai pada abad menengah dan masa renaissance tersebut diilustrasikan

sebagai berikut:

Masa renaissanceAbad menengah

Keterangan:

A eHesiastisrne
B kolditivisme

C sekularisme
D individualidme
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perubahan nilai sebagaimana dikemukakan di atas tidak menyangkut

i nilai, jadi bukan perubahan intrinsik, perubahan itu menyangkut

i nilai atau perubahan ekstrinsik yaitu yang berkenaan dengan kuantitas,

itas dan tempat (posisi). Dengan demikiarq yang berubah itu bukan substansi

inilai kolektivisme - individualise dan eklisiatisme - sekularisme, akan tetapi

kanannya. Pada satu saat nilai koleklivisme dan eklesiatisme membesar dan

konsekwensi logisnya nilai individualisme dan sekularisme mengecil dan

begitulah sebaliknYa.

Keserasian nilai

Keserasian nilai terjadi apabila pasargan nilai tidak dalarn posisi saling

mendesak atau bertentangan. Jika terjadi keterangan nilai dapat diusahakan agar

ketegangan itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali, yaitu dengan jalan
:

, memperkecil nilai yang mendesak dan sekaligus memperbesar nilai yang

terdesak. Kegiatan tersebut dinamakan iindukuo penyerasian nilai.

Jika tindakan itu berhasil, berarti pasangan nilai itu tidak lagi berada dalam posisi

saling mendesak. Suatu keadaan dimana pasangan nilai dalam keadaan serasi,

maka keadaan itu adalah keadaaan yang hendak dicapai oleh hukum.

Dengan perkataan lain keserasian nilai keadaan yang ingin dicapai

j oleh hukum. Hukum bertujuan mencapai keserasian. Pengertian keserasian nilai

terwujud dalam konsep kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kewibawaaan hukum

kemantapan dan kemajuan (Purbacaraka, 1985 : 50)

Konsep kesejahteraan bermakna bahwa terdapat keserasian antara nilai

spirituatisme - materialisme. Keadilan adalah keadaan dimana terdapat keserasian

antara nilai kepastian hukum - kesetandingan hularm. Kedamaian hukum adalah

keadaan dimana pasangan nilai kebebaian-ketertiban tidak berada datam posisi

saling mendesak. Selanjutnya, kemantapan adalah keadaan dimana nilai
perlindungan hukum - pembatasan hukum dalam posisi tidak saling mendesak.
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Kemajuan adalah keadaan dimana nilai inovatisme - konservatisme berada dalam

keadaan serasi.

Positivisme hukum, dengan tokohnya Hans Kelsen, beranggapan hukum

itu adalah untuk mencapai kepastian. Walaupun isi hukum itu bertentangan

dengan nilai-nilai moral, namun hukum itu tetaplah berlaku. Atau dengan hati lain

setiap undang-undang yang dibuat sesuai dengan prosedur, maka ia berlaku dan

sah apapun isinya. Dengan demikian keberlakuan hukum trdak tergantung pada

isinya adil atau tidak, sesuai dengan nilai-nilai moral atau tidak, akan tetapi

tergantung kepada apakah undang-undang tersebut telah dibuat sesuai dengan

prosedur.

Berbeda dengan Kelsen, Radbruch mengemukakan bahwa hukum

bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan dan kegunaan

(Dardji Darmodiharja, 1996 : 228). Antara tuntutan agar hukum itu pasti dan

sekaligus adil terdapat ketegangan (Zippelius, 1973 b: 131). Ketegangan antara

tuntutan kepastian hukum dan keadilan merupakan ketegangan antara Teori

Hukum Kodrat dengan Teori Hukum Positif. Apabila tuntutan kepastian hukurn

tercapai maka tuntutan keadilan akan te*inggal. Begitu pula sebaliknya apabila

tuntutan kepastian hukum tercapai maka tuntutan keadilan tidak akan tercapai.

Purbacaraka memberikan tanggapan atas ketegangan tersebut dengan mengatakan

bahwa menghadapkan kepastian hukum dengan keadilan adalah keliru Kepastian

hukum ketegangan dengan kepastian - kesebandingan hukum, bukan bertegangan

dengan keadilan Keadilan itu adalah nilai pencakup yaitu mencakup nilai

kepastian - kesebandingan. Pasangan tersebut bersifat antinomik, artinla ia dapat

saling mendesak dan oleh karena itu perlu diserasikan- Keserasian antara

keadilan - kepastian hukum dinamakan keadilan. Keadilan adatah tujuan hukum.
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Aktualisasi nilai

Nilai yang merupakan konsepsi abstrak tentang sesuatu yang dianggap

baik atau buruk belrrm operasional. Pelanggaran terhadap nilai belum dapat

ditindak oleh penegak hukum. Nilai itu memerlukan pengkonkritan lebih lanjut

dalam bentuk asas hukum. Secara umum asas berarti suatu kebenaran yang

dijadikan pokok pangkal atai tumpuan berfikir dan bersependapat, dan dasar

untuk menentukan pilihan-pilihan atas pendapat-pendapat yang ada untuk

membenarkan tindakan atas kebijaksanaan yang diambil (Soejadi, 1994 : 64).

pada lain piha( asas dapat juga diartikan sebagai cita-cita, landasan, pedopan

pokok yang drjadikan dasar suatu negara atau organisasi lain untuk mencapai

tujuan yang diinginkan.

Perkataan asas sama artinya dengan perkdtaan sila (Indonesia), principle

(Inggris), beginsel (Belanda). Asas hukum (rechts beginsel, principle of law).

h(enurut Mertokusumo (1998 : 33) bukantah hukum, rnelainkan fikiran dasar

yang masih umum sifatnya.

Mahadi (1989 : 122) mengemukakan bahwa asas hukum itu memiliki

unsur-unsur; (1) alam fikiran, (2) rumusan luas dan (3) dasar bagi penentuan

kesemua hukum. Disitu terlihat, bahwa didalam asas hukum terlihat terdapat alat

fikiran yang dirumuskan secara luas.

Alam fikiran manusia menerima isinya dari orang-orang lain. Proses

perkembangan kepribadian sangat dipengaruhi kontak dengan orang lain. Pada

awat hidupnya, kesadarannya masih menyatu dengan lingkungannya. Namun

dalam perkembangan berikutnya timbullah proses diferensiasi, ia sudah dapat

membedakan mana yang menarik mana yang tidak, mana aku (ego), mana kamu

(alter), (Veegeq 1985 : 113). Ia menyebut dirinya hanya dalam lingkungan

dengan orang lain. Ia mulai mengenal siapa dia" lingkungan dimana ia hidup.

Manusia mulai memahami nilai-nilai budaya, perasaan, kemauan, keyakinan, dan

lain-lain di lingkungan dimana ia berada. Dari uraian singkat di atas, terlihat

bahwa alam fikiran yang antara lain berisi nilai-nilai yang tercipta dalam
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kehidupan bersama itu merupakan salah satu unsur dari asas. Alam fikiran yang

masih dirumuskan secara luas tersebut masih memerlukan tambahan, yaitu diberi

bentuk nonna hukum.

Keberadaan asas hukum merupakan suatu keharusan, ia merupakan

conditio sine gnanon bag norrna hukum. Norma hukum yang tidak memiliki

landasan pada asas hukum tidak dapat disebut sebagai hukum.

Di dalam asas hukum terkandung nilai-nilai moral dan etis, yang merupakan

petunjuk arah bagi pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis,

berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosialogis yang sesuai dengan

tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai

dengan perundang-undangan yang berlaku (Soejadi, 1999 : 68).

Kesesuaiin norma hukum dengan asas hukum berarti terjalinlah

hubungan antara nilai-nilai dasar dan nilai-nilai antinomi disatu pihak dengan

norrna hukum dilain pihak. Keterjalinan hubungan ini merupakan inti dari ajaran

teori hukum kodrat. Teori ini menghendaki agar norma hukum positif itu sesuai

dengan nilai-nilai moral yang bersifat prapositif. Walaupun asas hukum itu

bukan norma hukum psitif yang tidak memiliki kekuatan berlaku, namun

Natohamidjojo (1975 : 33) menunjuk arti penting asas hukum itu sebagai

berikut:

1. Perundangan-undangan harus mempergunakan asas hukum sebagai pedoman

bagi kedanya;

2. Hakim melakukan interpretasi hukum berdasarkan asas-asas hukum;

3. Hakim perlu memprgunakan asas hukum apabila ia akan melakukan analogi;

4. Hakim dapt melakukan koreksi terhadap perundang-undangan, apabila

undang-undang karena tidak dipakai terancam kehilangan maknanya.

Kesesuaian hukum positif dengan asas-asas hukum dimana didalamnya

terkandung nilai-nilai, mengakibatkan norma hukum positif itu absah.
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Norma hukum positif suatu negara, menurut Hans Nawiasky, dapat

dikelompokkan menjadi empat kelompok besar (Maria Farika Indrati, 1996 : 30),

sebagai berikut:

Kelompok I : nofina fundamental negara (staatsfundamental norm)

Kelompok II : aturan dasar/pokok (staatsgrundgesetz)

Kelompok III : undang-undang (formell-gesetz)

Kelompok IV : aturan pelaksana dan aturan alonomi

Keempat nonna hukum tersebut di atas selalu ada dalam susunan norrna

hukum pada setiap negara, walaupun mempunyai istilah- atau nama-nama yang

berbeda-beda.

Kelompok-kelompok norma hukum itu dilihat dari sistemnya dapat dibedakan

menjadi; (1) norma hukum yang statik (nomostatics) dan (2) norma hukum

dinamik (nomodynam i c s).

Norma hukum yang statik adalah no{ma yang dikembangha-n, dari isi roffna

hukum tertentu. Dari suatu noflna hukum yang umum dikembangkan atatt

dijabarkan lebih lanjut dalam nonrla hukum yang lebih khusus. Pengembang

norma khusus yang bertitik tolak dari isi norma hukum yang umum tadi.

Norma hukum yang dinamik adalah sistem norma hukum yang

dikembangkan atau dijabarkan dari cara pembentukannya. Dilihat dari cara

pembentukannyq norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam susunan

hirarkhis dimana norma yang lebih tinggr rnenjadi dasar dan sumber norma yang

lebih rendah. Norma hukum yang dinamik ini akan memhntuk *stufen norma"

yang terdiri atas; (1) norma dasar {grundnorm), {2) norma hukum (Generale

nornt), dan (3) nofina konkret (concreto norm). Bagi keluarga Kelsen, hukum itu

termasuk dalam sistem nonna yang dinamik, karena hukum itu dibentuk atau

dihapus oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya.

Hukum itu sah {valid) apabitra itu dibentuk atau dihapus oleh badan yang

berwenang dan berdasarkan pada norma yaog lebih tinggi. Kelsen yang menganut

teori hukum positif tidak mau melihat isi dari norma tersebut apakah ia sesuai
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dengan isi norma yang lebih tinggi. Hukum yang dibentuk oleh badan yang

berwenang adalah sah walaupun tidak ada hubungan dengan norma moral atau

nilai-nilai dasar, nilai-nilai antinomi. Hukum harus dipisahkan dari moral.

Hukum adalah sah sepanjang ia dibentuk oleh otoritas yang benvenang walaupun

isinya bertentangan dengan nilai keadilan sebagainya.

Norma hukum dapat dirumuskan dalam dua mo&l yaitu; (1) perumusan

hipotetis dan (2) perumusan kategoris. Perumusan hipotetis adalah perumusan

yang mengandung hubungan sebab - akibat. Sebab, dirumuskan dalam norma

primer yang berisi suruhan, larangan dan - kebolehan. Sedangkan ctkibat,

dirumuskan dalam norma sekunder yang berisi sanksi (negatif) pidana, perdata

atau administratif. Perumusan kategoris merupakan yang tidak mengandung

hubungan sebab - akibat. Dalam perumusan kategoris, ia hanya menandaskan

atau mengukuhkan asas hukum yang dianut atau menandaskai suruhan, larangan

atau kebolehan. Dengan demikian pada perumusan kategoris hanya ada norma

primer, sedangkan norma sekundernya tidak ada.

Antara no(ma primer dan norma sekunder dapat dirumuskan secara

berhimpitan. Perumusan ini banyak terdapat di dalam pasal-pasal hukum pidarra.

Adakalanya norma primer dan noffna sekunder dirumuskan berjauhan.

Perumusan ini banyak terdapat dalam hukum perdata. Sebalikn-va norma yang

terdapat dalam bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara

hanyalah norna primer sajq tanpa norma sekunder.

Norma hukum itu pada hakekatnya hanyalah memberi patokan (standar)

bagi subjek hukum dalam berprilaku dan bersikap tindak. Norma hukum itu

sendiri tidak dapat bertindak jika dirinya dilanggar. Oleh sebab itu, norma hukum

sering dinamakan sebagai lembaga penata masyarakat secara normatif

(Magnis - Suseno, 1994 :21), artinya hanya memberikan patokan bagi subjek

hukum. Ada suatu lembaga yang bertugas untuk menega}ftan hulium, jika hukum

itu dilanggar. Lembaga itu adalah kekuasaan yang diorganisasikarq yang

lazimnya disebut negara.
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Negara adalah lembaga yang memiliki kekuatan Qtower) untuk bertindak.

Walaupun hukum itu ditegakkan oleh negara akan tetapi negara itu harus

bertindak berlandaskan pada hukum. Negara bertindak tanpa hukum sama halnya

dengan mnausia bertindak tanpa pengertian tindakan negara tanpa landasan

hukum adalah sewenang-wenang. Disamping hukum itu menjadi patokan bagi

perilaku negara, hukum juga menjadi patokan perilaku subjek hukum lainnya

seperti warga dan tokoh. Hubungan norma hukum dengan subjek hukum (negara,

warga, tokoh). Adalah bahwa hukum itu sebaliknya hukum itu ditegaskan dan

dilaksanakan oleh negara

Ketaatan negara pada hukum dikarenakan atas kemauan sendiri (selfs

bindung theory). Tetapi 
,para 

filosof antara lain John Locke, Montesquieu

menandaskan agar negara tunduk pada hukum, maka kekuasaan (negara) itu

harus dipisah-pisahkan baik jenisnya maupun lembaganya (separtion of powers).

Pemisahan itu dimaksudkan agar lembaga-lembaga.-yang memegang eksekutif,

legislatif dan yudikatif itu saling mengimbangi dan mengawasi (checks and

balances),jika ada salah pihak tidak patuh pada hukum. Tindak operasiorralnya

checks dan balances itu berakibat terjadinya&F,tvo.ttt kekuasaan (negara) pada

hukum.
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BAB Itr
PENUTUP

A. Kesimpulan

Nilai merupakan kualitas empiri yang sulit didefinisikan, ia timbul dan

dibutuhkan oleh manusia dan masyarakat. Tanpa nilai manusia kehilangan

orientasi dan akhimya bertindak tanpa makna.

Nilai ada karena manusia-manusia baru bermakna apabila hidup bersama. Fakta

ini menimbulkan konsekwensi bahwa nilai itu berpasang-pilsangan seperti

individualisme - kolektivisme, begitu pula nilai-nilai lainnya Nilai itu berpasang-

pasangan sekaligus berjalinan, yang lazimnya dinamakan nilai antinomi.

Manusia adalah makhluk yang sadar - memiliki fikiran, perasaan-

perasaan - mempunyai alam fikiranljapat menangkap apa yang dianggap buruk

atau baik. Baik alur buruk adalah ciri khas makhluk yang sadar bahwa dirinya ada

(I 'etre Pour Soi\. Oleh karena itulah ia adalah sumber langsung nilai

Manusia berada dalam proses menjadi, ia telah statis selalu bergerak

menyalin (panta tri), demikian juga nilai MS bersumber padamanusia juga berada

dalam posisi selalu berubah, berkembangan. Perubahan nilai hukum berada daiam

tatanan perubahan eksffinsik yang menyangkut kualitas, kuantitas dan tempat.

Perubahan itu tidak mempunyai substansi tapi hanya menyangkut aksidensi.

Dengan demikian yang berubah bukan substansi nilai kebebasan, ketertiban, akan

tetapi yang berubah itu aksidensi seperti kebebasan membesar, ketertiban mengecil

dan begitu pula sebaliknya.

Sifat antiromi dari nilai menyiratkan bahwa nilai dapat berada dalam

proses saling mendesak atau bertegangan. Ketegangan tercermin pada rialitas

seperti; reformasi, revolusi, perang dan lain-lain. Realias tadi memerlukan

penarganan dalam arti ketegangan yang te{adi itu hrus dikurangi atau

dihitangkan sehingga terciptalah kedamaian keadilan, l<esejahteraon, kemaiuan

kemantapan Apa yang disebut terakhir ini adalah keadaan yang hendak dicapai
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oleh hukum. Hukum berrujuan untuk

kesej ahteraan, kemaj uan dan kemantapan.

mencapai kedamaian, keadilan,

Nilai itu masih bersifat abstrak dan belum operasional. Orang yang

melanggar nilai belum dapat ditindak dan dihukum. Nilai memerlukan penjabaran

lebih lanjut dalam asas hukum, yang merupakan fikiran dasar atau fikiran awal

bagi pembentukan norrna hukum. Asas hukum, sama halnya dengan nilai, belum

operasional. Ia baru operasional apabila diberi bentuk nonna hukum, artinya orang

yang melanggar asas hukum yang telah diberi bentuk norma hukum baru dapat

ditindak. Norrna hukum yang dibentuk oleh badan pembuat noffna menjadi

landasan sikap tindak atas perilaku subjek hukum.

Perilaku atau sikap tindak subjek hukum yang sesuai dengan nonna hukum

<lan norma hukum yang dibentuk berlandaskan asas hukum dan asas hukum yang

merupakan penjabaran dari nilai memperlihatkan adanya proses penegakan hukur4

{law enforcement). Hukum itu dikatakan tegak apabila terla{i keserasian keempat

komponen; nilai, asas, norrna dan sikap tindaklperilaku.

Saran

Kurang adanya kepastian hukum di Indonesia sebagaimana menjadi

wacana setelah reformasi, pada hakikatnya adalah kurang adanya keserasian

antara nilai, asas, norma dan sikap tindak, oleh sebab itu disarankan agar dalam

proses pembentukan perundang-undangan di Indonesia memperhatikan nilai, asas

yang menjadi landasan perundang-undangan tersebut. Jika keempat komponen itu

serasi maka tercapai tujuan hukum nasional Indonesia, yang tercantum dalam

pembukaanuuD 1945 : keadilarl kesjahteraan dan kedamaian.
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